BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam

penelitian ini maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Penjelasan mengenai nama terkenal di Indonesia belum dijelaskan secara
rinci di dalam UU MIG, namun jika ditafsirkan pengertian nama orang
terkenal adalah nama seseorang yang telah dikenal atau diketahui secara
umum oleh masyarakat luas. Keterkenalan dari nama seseorang dapat
dibuktikan melalui media apa saja seperti google, media cetak, media
elektronik maupun penetapan pengadilan. Dalam hal ini “BENSU” yang
merupakan singkatan dari Ruben Onsu dapat dikatakan sebagai singkatan
dari nama orang terkenal, mengingat Ruben adalah seorang artis dan juga
pembawa acara yang dikenal oleh masyarakat luas dengan singkatannya
yaitu “BENSU”. Keterkenalan dari Ruben Onsu pun dapat dibuktikan
melalui media cetak maupun elektronik, hal mana jika Ruben Onsu
bukanlah seseorang yang dikenal oleh masyarakat maka nama atau
singkatannya akan sulit untuk ditemukan di media cetak ataupun media
elektronik.

2. Nama atau singkatan orang terkenal cenderung sering digunakan sebagai
merek dagang oleh pemilik dari nama atau singkatan terkenal tersebut. Hal
itu dikarenakan nama atau singkatan orang terkenal memiliki kelebihan
daripada nama-nama lain yang tidak memiliki keterkenalan. Nama atau
singkatan orang terkenal memiliki keuntungan ekonomis yang lebih tinggi
dan juga memiliki daya tarik yang besar, sehingga tidak dapat dipergunakan
secara bebas oleh orang yang tidak berhak. Nama atau singkatan orang
terkenal hanya dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya ataupun jika
dimanfaatkan oleh orang lain, maka yang bersangkutan harus mendapatkan
izin dari pemilik singkatan atau nama terkenal itu. Walaupun tidak
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dijelaskan secara rinci mengenai nama atau singkatan orang terkenal dan
bagaimana mengukur parameter keterkenalan seseorang, namun di
Indonesia perlindungan terhadap singkatan atau nama orang terkenal yang
digunakan sebagai merek tanpa izin telah diatur di dalam Pasal 21 ayat (2)
UU MIG. Selanjutnya di dalam Pasal 76 ayat (2) diatur mengenai pemilik
merek yang tidak terdaftar tetap dapat mengajukan gugatan berdasarkan
Pasal 21 dan/atau 21 setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.
Meskipun telah diatur sedemikian rupa perlindungan terhadap nama atau
singkatan nama orang terkenal, nampaknya penerapannya belum sesuai.
Dikarenakan masih ada sengketa antara pemilik singkatan nama terkenal
dengan seseorang yang menggunakan singkatan atau nama yang
bersangkutan sebagai merek dagangnya, contohnya adalah sengketa
singkatan terkenal dari Ruben Onsu yaitu “BENSU”. Ketidakjelasan
pengaturan mengenai nama terkenal di dalam UU MIG inilah yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi pemilik singkatan atau nama terkenal
tersebut, karena ia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai

dengan apa yang seharusnya ia peroleh berdasarkan UU MIG.

Nama atau singkatan orang terkenal pengaturannya terdapat di dalam Pasal
21 Ayat (2) UU MIG yang mana nama atau singkatan orang terkenal
tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai merek tanpa izin.
Gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan mengenai
nama atau singkatan orang terkenal yang disalahgunakan oleh pihak lain,
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Oleh sebab itulah maka
sudah seharusnya gugatan mengenai nama atau singkatan orang terkenal
diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan kewenangannya. Sekalipun
gugatan nama atau singkatan orang terkenal tersebut di dasari oleh
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengenai pemberian ganti rugi, tetap
pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut adalah Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri. Hal
tersebut dikarenakan, walaupun dasar dari gugatan adalah Perbuatan

Melawan Hukum, namun tetap pokok permasalahan dari gugatan tersebut
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adalah mengenai merek yang merupakan kewenangan dari Pengadilan
Niaga.

5.2 SARAN
Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian
ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan tersebut, yaitu:

1. Nama atau singkatan milik orang terkenal adalah suatu hak yang dimiliki
olehnya untuk dapat dinikmati dan juga dimanfaatkan baik secara ekonomis
maupun non ekonomis. Hak yang ia miliki tersebut sudah seharusnya tidak
digunakan secara bebas oleh orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan,
oleh sebab itu diperlukan pengaturan dan juga penjelasan lebih lanjut
mengenai pengertian dari nama atau singkatan orang terkenal beserta
dengan perlindungan hukum apa yang dapat ia miliki. Hal tersebut perlu
dilakukan, mengingat pengaturan mengenai nama atau singkatan orang
terkenal belum ada parameternya secara jelas dan pasti. Pengaturan dan juga
penjelasan lebih lanjut tersebut sebaiknya dimuat di dalam penjelasan UU
MIG yang mencakup tentang siapa yang dapat dikatakan sebagai orang
terkenal, apa saja batu uji untuk mengukur keterkenalan seseorang, dan apa
saja perlindungan hukum yang bisa ia dapatkan sebagai pemilik dari
singkatan atau nama orang terkenal. Penjelasan tersebut sebaiknya dibuat
secara tertulis sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi pemilik
nama atau singkatan orang terkenal tersebut, selain itu peraturan tertulis
juga dapat meminimalisir terjadinya kerancuan ataupun salah mengartikan
dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan nama atau singkatan nama

orang terkenal.

2. Di dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG telah diatur bahwa penggunaan nama
atau singkatan nama orang terkenal sebagai merek tidak diperbolehkan,
namun penjelasan mengenai nama atau singkatan orang terkenal tersebut

belumlah jelas. Ketidakjelasan pengaturan mengenai nama atau singkatan
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orang terkenal yang tidak diperbolehkan digunakan sebagai merek itulah
yang dapat menimbulkan sengketa. Walaupun telah diatur mengenai cara
penyelesaian sengketa tentang pelanggaran Pasal 21 UU MIG yang tertuang
di dalam Pasal 76 UU MIG, namun pada praktiknya hal tersebut sering luput
dari pertimbangan Hakim. Hemat Penulis alangkah lebih baik jika
kedepannya setiap ketentuan yang ada di dalam UU MIG ini dijalankan
sesuai dengan apa yang seharusnya demi melindungi mereka yang memang

berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Kiranya telah jelas bahwa kewenangan dari Pengadilan Niaga adalah untuk
memeriksa dan juga memutus sengketa yang berada di dalam ruang lingkup
Hak Kekayaan Intelektual yang mana merek adalah salah satu yang
termasuk di dalamnya. Maka sudah seharusnya segala sengketa yang
berkaitan dengan merek diajukan ke Pengadilan Niaga, hal tersebut sejalan
dengan apa yang diatur di dalam Pasal 83 UU MIG yang menyatakan bahwa
gugatan mengenai merek termasuk di dalamnya adalah gugatan mengenai
ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Artinya dalam sengketa
apapun yang berkaitan dengan merek, pengadilan yang memiliki
kewenangan untuk memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Niaga dan

bukan Pengadilan Negeri.
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